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MOTTO :

“Barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan
paksa walaupun sedikit, maka ia akan dibebani

memikul tujuh lapis bumi pada hari kiamat”

Sumber: Terjemahan Shoheh Bukhori 2001, hal.213
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RINGKASAN

Menurut ketentuan pasal 56 UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan,
setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas
kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi
kepailitan. Jadi kreditur pemegang hak jaminan (hepotik, hak tanggungan, hak
gadai, fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Sedangkan dalam pasal 56 A ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi
kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga
untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau
kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Pasal 56 A 1mi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak
jaminan yang diakui pasal 56 ayat (1). Demikian undang-undang kepailitan ini
ternyata tidak taat asas, disatu pihak mengakui adanya hak separatis dan pihak lain
ada ketentuan selanjutnya justru mengingkari hak separatis tersebut. Sikap
undang-undang kepailitan ini merupaken sikap yang meruntuhkan sendi-sendi
sistem hukum hak jaminan. Pasal 56 A undang-undang kepailitan ini bertentangan
dengan undang-undang hak tanggungan, oleh karena itu penulis tertarik untuk
mengkaji dalam skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Peletakan
Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Debitur Yang
Pailit .

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah
bagaimana proses peletakan kekuatan eksekutorial hak tanggungan, bagaimana
status hukum dan benda-benda yang telah dibebani hak tanggungan apabila
debitur jatuh pailit dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur separatis
dalam mengeksekust jaminan hak tanggungan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisa proses
peletakan kekuatan eksekutorial jaminan hak tanggungan, status hukum dari
benda-benda yang telah dibebani hak tanggungan bila debitur jatuh pailit dan

perlindungan hukum terhadap kreditur separatis dalam mengeksekusi jaminan hak

Xiil
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tanggungan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

vuridis normatif. Kajian ini  selanjutnya dipergunakan untuk menelaah

permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian penulisan
ini meliput :

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum
primer. Seperti : buku, hteratur, teksbook, doktrin, jurnal, majalah, media
surat kabar.

¢. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum pnmer dan bahan hukum sekunder.
Rangkaian selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan
penalaran deduktif disertai uraian deskniptif yang bersifat kritis analisis.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sertipikat hak tanggungan
mempunyail kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyar kekuatan hukum tetap dan sebagai grosse akta pengganti
hepotik sepanjang mengenai hak atas tanah, status dari harta yang telah dibebani
hak tanggungan apabila debitur jatuh pailit maka tidak termasuk dalam harta pailit
dan perlindungan hukum terhadap kreditur separatis tetap dapat melaksanakan
eksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi pailit.

Xiv
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berlandaskan
kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. (GBHN, 1999: 7)

Pembangunan dibidang hukum sering sekali terjadi kontroversial, disatu
pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum
menunjukkan peningkatan, namun dipithak lain tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran
hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum
sehingga supremasi hukum belum dapat terwujud. Kondisi hukum yang demikian
mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia
masth memprihatinkan. (GBHN , 1999 : 10)

Seperti yang tersirat dalam GBHN, bahwa dalam mengembangkan budaya
hukum disemua lapisan masyarakat maka pemerintah harus menata kembal
sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-
undangan warisan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dan hukum nasional yang
diskriminatif, menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi
manusia, dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa
merugikan kepentingan nasional.

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan

pasal 2 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam meiakukan usahanya
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berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Kegiatan perbankan pada prinsipnya terdiri atas tiga golongan, yaitu ;
| kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

2. Kegiatan penarikan dana dan masyarakat.

o

kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan fee based
income. (Munir Fuadi, 1999:8)

Dalam menjalankan kegiatan tersebut perbankan nasional dituntut untuk
mampu membantu pelaku ekonomi dalam mengembangkan dan meningkatkan
usahanya dengan memberikan bantuan finansial berupa kredit. Lembaga
perbankan dalam memberikan kredit juga harus memperhatikan keamanan dana
yang akan diberikan, sebab perbankan harus menjaga dananya yang merupakan
titipan dari masyarakat yang telah percaya pada bank akan keamanan dananya.
maka dalam memberikan kredit kepada masyarakat, perbankan harus
memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu yang lebih dikenal dengan the five ¢’s
of crediet analysis, yang meliputi charakter (watak), capacity (kemampuan),
capital (modal), collateral (jaminan atau agunan) dan condition of economy
(kondisi ekonomi).

Mengingat dalam penyaluran kredit ini merupakan usaha vyang
mengandung resiko sangat tinggi, untuk mengurangi risiko Kkerugian yang
ditimbulkan akibat adanya kredit macet diperlukan adanya jaminan bagi
pemberian kredit tersebut, sehingga kreditur selaku pemberi kredit merasa aman
karena sudah ada jaminan yang bisa digunakan sebagai pengganti kredit apabila
terjadi kredit macet. Pemberian jaminan kredit merupakan aktualisasi dari prinsip
kehati-hatian, karena dalam praktek selalu disyaratkan adanya jaminan atau
agunan. Meskipun pada dasarnya jaminan ini bukan merupakan syarat mutlak
bagi penyaluran kredit, sesuai dengan peraturan perbankan nomor 10 Tahun 1998.

Sejak diberlakukannya undang-undang hak tanggungan, sebagai
pelaksanaan amanat dari pasal 51 UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, maka hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga
hak jaminan atas tanah, dengan demikian unifikasi hukum tanah nasional telah

terwujud, yang merupakan salah satu tujuan utama undang-undang pokok agraria
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Salah satu dari ciri hak tanggungan yang menjadi suatu permasalahan
adalah memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi
jaminan hak tanggungan apabila debitur cidera janji, karena kreditur mempunyai
hak separatis yang dapat melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan dengan
jalan parate eksekusi sesuai dengan pasal 21 UUHT bahwa apabila pember hak
tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang
melakukan segala hak yang diperolehnya menurut undang-undang hak
tanggungan. Pasal tersebut jelas bahwa kreditur tetap akan memperoleh hak-
haknya sebagai pemegang hak tanggungan meskipun pemberi hak tanggungan itu
Jjatuh pailit.

Pasal 21 UUHT, ini sejalan dengan pasal 56 undang-undang Nomor 4
Tahun 1998 tentang kepailitan, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan,
hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya
scolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Meskipun kreditur pemegang hak tanggungan tidak terpengaruh oleh
putusan pailit, tetapi dalam pasal 56 A undang-undang kepailitan justru tidak
sejalan dengan hak sparatis yang telah diakui dalam pasal 56 ayat (1) dengan
demikian bisa dilihat bahwa pada hakekatnya undang-undang kepailitan tersebut
tidak konsisten, disatu sisi mengakui adanya hak kreditur sparatis sedangkan disisi
lain justru mengingkari adanya hak separatis tersebut, karena dijelaskan dalam
pasal 56 A bahwa harta yang dibebani hak tanggungan  adalah merupakan harta
pailit.

Berkaitan dengan hak melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan
apabila debitur cedera janji, sesuai dengan salah satu ciri hak tanggunga yang kuat
adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan.
Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam pasal 224
HIR, dianggap perlu untuk mengatur secara khusus ketentuan tentang cksekusi
hak tanggungan.

Sehubungan dengan itu pada sertipikat hak tanggungan yang berfungsi
sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan

kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk
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memberikan kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga
sertipikat hak tanggungan dianggap sebagai pengganti grosse akta hepotik.

Menurut pasal 20 ayat (1) UUHT ditegaskan bahwa apabila debitur cidera
janji, maka berdasarkan :

a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan bisa langsung dilakukan
oleh kreditur, berdasarkan pasal 6 UUHT, yaitu pemegang hak tanggungan tidak
perlu memperoleh persejuan dari pemberi hak tanggungan dan meminta penetapan
dari pengadilan setempat, apabila akan melakukan eksekusi atas hak Tanggungan
yang menjadi jaminan utang debitur yang cidera janji. Pemegang hak tanggungan
bisa langsung datang kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan atas objek
hak tanggungan yang bersangkutan.

Bertitik tolak darn hal-hal yang telah terurai diatas, agar dalam
pembebanan hak tanggungan akan mendapatkan kemudahan dan kepastian dalam
mengeksekusi jamianan hak tanggungan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan
dalam hukum jaminan, maka penulis tertarik dan menganggap perlu untuk
membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN
YURIDIS TENTANG PELETAKAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL
JAMINAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP DEBITUR YANG
PAILIT”

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan batasan
pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak kabur dalam
pembahasannya. Dalam skripst ini akan membahas tentang asas yang menjadi
pedoman dalam hukum jaminan kebendaan yang berkaitan antara asas yang

dianut oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan
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Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, dimana akan lebih ditekankan
pada akibat hukum peletakan kekuatan eksekutorial yang ada dalam sertipikat hak

tanggungan terhadap debitur yang pailit.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut
|. bagaimanakah proses peletakan kekuatan eksekutorial jaminan hak
tanggungan ?
2. bagaimana status Hukum dari benda-benda yang telah dibebani hak

tanggungan apabila debitur jatuh pailit ?

LS

. bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap kreditur separatis dalam

mengeksekusi jaminan hak tanggungan ?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang terdiri

atas tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat
akademisi, yaitu meliputi :
|. sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum
Universitas Jember
2. sebagai sarana penetapan ilmu pengetahuan, khuhsusnya ilmu Hukum yang

didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus
tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
|. untuk mengetahui dan menganalisa proses peletakan kekuatan eksekutorial

jaminan hak tanggungan
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2. untuk mengetahui dan menganalisa status hukum dari benda-benda yang

dibebani hak tanggungan apabila debitur jatuh pailit

L)

untuk mengetahur dan mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur

separatis dalam mengeksekusi jaminan hak tanggungan

1.4.3 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian skripsi ini, adalah :
I. untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sebagai bekal dalam kehidupan
dimasyarakat
2. sebagai sarana perbandingan dan diskusi dalam wacana ilmiah untuk

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum

1.5 Metodologi

Suatu penelittan pada umumnya bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan
berarti bcrusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau
kelonggaran, menggali lebih dalam apa yang sudah ada dan menguji kebenaran
apabila masth ada yang diragukan, sehubungan dengan hal tersebut, maka di
dalam penyusunan skripsi ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah

sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah yuridis
normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah dan membahas permasalahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat dengan
landasan teoritis pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini.
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1.5.2 Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah sumber data sekunder,
yaitu dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan
dengan masalah yang penulis sajikan dalam skripsi ini.
Sumber data sekunder meliputi :
1. bahan hukum prnmer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas.

[

bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang meberikan penjelasan
mengenal bahan hukum prnimer, Seperti buku lteratur, teksbook, doktrin,
jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat meteri yang relevan

dengan pembahasan skripsi ini.

Ll

bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus. (Soekanto, 2001:38)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini, adalah :

1. studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku atau
Iteratur, peraturan perundang-undangan, atau tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas.

2. studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajan dokumentasi putusan

Mahkamah Agung yang berkaitan dengan eksekusi jaminan hak tanggungan.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan analisa bahan hukum dan permasalahan yang
ada akan dibahas, menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang peroleh, selanjutnya
ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang

berkaitan dengan permasalahan ini.
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Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan  analisa dengan

menggunakan penalaran deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan

yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

/
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2.1 Fakta

Sumber fakta ini diambil dari ini sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dalam hal 1ni sertipikat hak
tanggungan tersebut dapat memberikan suatu gambaran awal bahwa sertipikat hak
tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai
grosse akta hepotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Adapun fakta yang dapat diketahui dari sertipikat hak tanggungan tersebut
adalah sebagai berikut :
I. Pada awal sertipikat hak tanggungan terdapat irah-irah dengan kata-kata

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan

titel eksekutonal.

2. Serupikat hak tanggungan diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.

L

Sertipikat hak tanggungan berisi tentang buku tanah hak tanggungan yang

menerangkan mengenai :

a. nomor hak tanggungan : 706/1996

b. nama pemegang dan pemberi hak tanggungan : Perseroan Terbatas (PT).
Bank Bumi Daya (Persero)

¢. hak tanggungan untuk menjamin pelunasan utang sebesar Rp. 8200000,00

d. obyek hak tanggungan berupa tanah atas hak milik : M.111/pugerkulon
beserta benda lain segala apa yang telah ada atau ditanam, didirikan, dan
dibangun diatas tanah tersebut. Atas nama Asih Priyadi

e. tanggal dibukukan hak tanggungan : 03 Oktober 1996

f. tanggal penerbitan sertipikat hak tanggungan : 03 Oktoober 1996

4. Sertipikat hak tanggungan terdapat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

nomor : 484/HT/Puger/IX/1996 vyang berisi mengenai pemberian hak

tanggungan,
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Setelah pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditandatangani selambat-lambatnya7 (tujuh)
hari kerja, PPAT wajib mengirimkan APHT dan wahkah lain yang diperlukan
kepada Kantor Pertanahan. Kemudian Kantor pertanahan membuatkan buku tanah
hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah, serta
menyalinnya dalam sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Selesai dilakukan pendaftaran hak tanggungan, Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat hak tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak

tanggungan.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan skripsi ini
adalah :
I Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal-pasal
sebagai berikut :
a. pasal 1131
Segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.
b. Pasal 1132
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
vang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
prutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
c. pasal 1238
St berhutang adalah lalai, apabila 1a dengan surat perintah atau dengan
scbuah akta sejenuis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ia berhutang harus dianggap

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
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d. Pasal 1243
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau
jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya.
2 Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah :
a. pasal | ayat (1)
Hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan
yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lainnya yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan vang diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
b. pasal 6
Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaaan
sendin  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
c. pasal 10 ayat (2)
Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta
pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. pasal 11
(1) Di dalam akta pemberian hak tanggungan wajib di cantumkan :
a. nama dan identitas pemegang dan pember hak tanggungan
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. domusili pthak-pithak pemegang dan pemberi hak tanggungan,

dan apabila ada salah satu pihak berdomis:li diluar Indonesia,
harus dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia. Apabila
tidak dicantumkan  kantor PPAT tempat pembuatan akta
pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang
dipilih.

penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1).

nilal tanggungan.

uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.

(2) Dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji-

Janji antara lain :

a.

janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan
untuk menyewakan objek hak tanggungan dan/atau menentukan
atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang
sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu

dari pemegang hak tanggungan.

. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan

untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak
tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu
dan pemegang hak tanggungan.

. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak

tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan
penetapan ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.
Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak
tanggungan untuk menyelamatkan objek hak jika hal itu
diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah
menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak tanggungan yang
menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau

dilanggarnya ketentuan undang-undang.
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e. janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan
apabila debitur cidera janji.

f. janji yang diberikan pemegang hak tanggungan pertama bahwa
objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak
tanggungan.

g. janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak melepaskan haknya
atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih
dahulu dari pemegang hak tanggungan.

h. janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak
tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek hak
tanggungan dilepas haknya oleh pemberi hak tanggungan atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum.

i. janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari vang asuransi yang diterima pemberi
hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika objek hak
tanggungan diasuransikan.

. janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek
hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.

k. janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4).

e. pasal 13

(1) Pemberian hak tanggungan wajib didafiarkan pada Kantor
Pertanahan.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) han kerja setelah penandatanganan
akta pembenian hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 10 ayat (2). PPAT wajib mengirimkan APHT yang
bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor
pertanahan.

(3) Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah
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hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak
atas tanah yang bersangkutan.

(4) Tanggal buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan
sebagamana dimaksud pada ayat (3) adalah han ketujuh setelah
penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi pendatarannya dan
jika han ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang
bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

(5) Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah hak sebagaimana
dimaksud ayat (4).

f. pasal 14

(1) Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat hak tanggungan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

(2) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(3) Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai
pengganti grosse akta hepotik sepanjang mengenai hak atas tanah

g. pasal 20 ayat (1)
Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan :
1. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

b

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata
cara vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk
pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu

dan pada kreditur-kreditur lainnya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

~

=)

15

pasal 21
Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segaia hak yang diperolehnya

menurut ketentuan undang-undang ini.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-

Undang, dalam pasal-pasal sebagai berikut :

d.

pasal 1 angka (1)

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktiu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya
sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

pasal 56 ayat (1)

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, setiap kreditur
yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas
kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya scolah-olah tidak
terjadi kepailitan.

pasal 56 A

Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1)
dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam
penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) han terhitung sejak
tanggal putusan pailit ditetapkan.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal sebagai
berikut :
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a. Pasal 1 angka 23
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur
kepada bank dalam rangka pemberian fasillitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah

b Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Jaminan Kebendaan

Sebelum memahami tentang jaminan kebendaan, terlebih dahulu harus
mengetahur dan memahami jaminan pada umumnya. Istilah jaminan dapat
diartikan sebagai tanggungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan
atas segala perikatan darn seseorang, seperti yang ditentukan dalam pasal 1131
KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaaan si berhutang baik yang
bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan
tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan
padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuah apabila diantara
para berpiutang 1tu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh scorang debitur
dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna
menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat accessoir dari
perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan ) oleh debitur dan kreditur.

Keberadaan jaminan sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 23 undang-
undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa agunan
adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank, dalam

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
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Pengertian jaminan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 23 tersebut
adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak
ketiga kepada bank untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

Menurut Hartono Hadisoeprapto, (1984:51) jaminan adalah sesuatu yang
diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan,

Pengertian jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan
langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun
benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dapat dipertahankan
terhadap siapun, misalnya gadai, hak tanggungan, hipotheek, fidusia dan
sebagainya. (munir fuadi, 1996 : 70)

Mengenai lembaga jaminan di Indonesia dapat digolongkan dalam
beberapa jenis, antara lain :

I. Dalam praktek perbankan jaminan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a. Jaminan pokok

jaminan pokok adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang

berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, berarti suatu proyek atau

prospek usaha debitur yang dibiayai kredit tersebut. Benda yang berkaitan
dengan kredit yang dimohonkan berarti benda yang dibiayai atau dibel
dengan kredit yang dimohon.

b. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan

kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan

yang obyeknya berupa harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu
kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban deitur.
2. Jaminan menurut cara terjadinya
Jaminan menurut terjadinya ada dua macam, yaitu jaminan yang lahir
karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian, yang
dimaksud dengan jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan

yang adanya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak.
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Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena diperjanjikan
adalah jaminan yang adanya diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.
Jaminan menurut sifatnya
Jaminan menurut sifatnya ini ada dua macam, yaitu:
a. jaminan kKhusus dan jaminan umum

jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang berupa barang
tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya
berlaku untuk kreditur tertentu baik scara kebendaan maupun perorangan,
sedangkan jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi
kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.
b. Jaminan bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda

jaminan kebendaan vang dilembagakan dalam bentuk jaminan hak

tanggungan, fidusia, dan gadai. Dalam jaminan ini mengandung asas prioritas,
yaitu bahwa yang lebih tua (yang lebih dahulu terjadinya) lebith diutamakan
dan pada yang kemudian. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan
terkandung dalam perjanjian pertanggungan yaitu bahwa tidak ada benda
anatara piutang yang datang lebih dahulu dan yang datang kemudian, semua
piutang terhadap harta debitur berkedudukan sama tanpa mengindahkan urutan
terjadinya.
Jamiman menurut objeknya

Jaminan menurut objeknya ada dua macam, yaitu jaminan atas benda
bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Dalam hukum perdata
terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekal arti pemakaian benda
bergerak dan benda tak bergerak dimana atas dasar pembedaan benda tersebut
menentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang

akan diberikan. Jika benda bergerak maka dapat dipasang pada lembaga

jaminan yang berupa gadai atau fidusia. Sedangkan benda jaminan berupa

benda tetap maka sebagai lembaga jaminan yang dapat dipasang adalah hak

langgungan.
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5. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya
Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya ini ada dua
macam, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa
menguasai bendanya. Jaminan yang tanpa menguasai bendanya ini sangat
menguntungkan debitur, karena debitur tetap dapat memanfaatkan benda
jaminan. Dalam hubungan ini diperlukan pengamanan ketat untuk
memperkecil risiko kreditur. (Thomas Soebroto,1994:19)

2.3.2 Pengertian Hak Tanggungan

Hak tanggungan mempunyai pengertian yang sudah pasti dalam undang
undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 pasal 1 ayat (1), vaitu bahwa vang
dimaksud dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan
dengan tanah. yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak
berikut benda benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Rumusan pengertian hak tanggungan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut tidak
merupakan suatu pengertian yang bersifat umum, melainkan hanya sebatas
perumusan tentang hak tanggungan atas tanah (beserta dengan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah) saja. Namun dan batasan tersebut dapat diketahm unsur-
unsur penting hak tanggungan, yaitu antara lain :

1. adanya hak jaminan

2. yang dibebankan atas tanah, sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5 Tahun
1960

3. berikut atau tidak berikut dengan benda-benda vang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu

4. untuk pelunasan utang tertentu

5. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur lain. ( Satrio, 1997:65)
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Sebagal suatu lembaga jaminan yang kuat, hak tanggungan mempunyai
ciri-cirt pokok, yakni :

I. Mempunyal hubungan langsung dengan/atas bendanya tertentu yang dalam
hubungan dengan hak jaminan, benda itu adalah milik pemberi hak
tanggungan.

2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang).

3. Mempunyai sifat droit de suite, artinya hak tersebut mengikuti bendanya
ditangan siapapun benda itu berada.

4. Yang tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

5. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain. (Satrio, 1997:237)

Menurut Sutan Rremy Syahdeini (1997:1), hak tanggungan didalam undang
undang hak tanggungan tidaklah dibangun dari suatu yang belum ada. Hak
tanggungan dibangun dengan mengambil alih atau mengacu pada asas-asas dan
ketentuan-ketentuan pokok dari hipotek yang diatur di KUH Perdata.

Dalam hak tanggungan terdapat beberapa asas yang dipergunakan sebagai
prinsip prinsip dasar yang terdapat dalam UUHT, yaitu :

I asas preferen (droit de preference)

Asas preferen adalah yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau
didahulukan bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Hal ini ditegaskan dalam
pasal 1 ayat (1) bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Juga
dalam penjelasan pasal 3 huruf a bahwa hak tanggungan merupakan lembaga
Jaminan yang Kuat dengan ciri-ciri antara lain memberikan kedudukan yang
diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.

2. asas accessoir

Asas accessoir adalah hak tanggungan mengikuti perjanjian pokoknya,
dimana keberadaan, berakhir dan hapusnya tergantung pada utang yang dijamin.
Hal in1 dapat diketahui dalam penjelasan umum UUHT angka 8, vaitu :

“Hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir pada suatu

piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh

adanya piutang yang dijamin pelunasannya”.
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3. asas pemisahan horisontal

Asas 1ni adalah menyatakan bahwa pemilikan atas tanah dan benda atau
segala sesuatu yang berada diatas tanah 1tu adalah terpisah, hal imi dipengaruhi
oleh hukum adat yang berlaku dalam hukum agraria nasional, apabila konsisten
maka dalam hukum benda nasional tidak mengenal benda tidak bergerak,
namun hanya mengenal pembagian benda berupa tanah dan bukan tanah.
(Isnaem, 1996:40)
4. asas pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti

Asas ini adalah pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh
persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan tidak lagi memeriukan penetapan
dan pengadilan apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang
menjadi jaminan utang debitur apabila debitur cidera janji. Kemudahan dan
kepastian dalam melakukan cksekusi hak tanggungan, ini sesuai dengan pasal 6
UUHT, yaitu : “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama
mempunyal hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebut.
5. asas spesialitas

Asas spesialitas adalah hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada objek
hak atas tanah yang spesifik, hal in1 berkaitan dengan pasal 11 ayat (10) butir e
UUHT yang menyatakan bahwa didalam akta pemberian akta tanggungan wajib
dicantumkan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.
6. asas publisitas

Asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status
kepemilikan hak atas tanah, hal im dapat diketahui dalam pasal 13 ayat (1) UUHT
yvang menyatakan bahwa pembenan hak tanggungan wajib didaftar pada Kantor

Pertanahan.

2.3.3 Pengertian Kreditur Separatis
Istilah separatis berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, yaitu separatist

yang berarti seorang yang berada diluar kepailitan dan juga tidak turut memikul
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ongkos-ongkos, ia melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.
( N.E Algra, dkk, 1983:511)

Kreditur separatis  adalah kreditur yang berdiri sendiri atau kreditur
yang mempunyai hak didahulukan dalam perolehan Xembali piutangnya.
(Sudargo, 1998:767)

Dalam hal kepailitan’ kreditur pemegang hak jaminan kebendaan berada
diluar kepailitan atau yang biasanya disebut dengan kreditur separatis yang
bermakna bahwa ia bisa menuntut pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya dari
pada kreditur yang lain, oleh karenanya tidak perlu memperebutkan secara
berimbang hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Separatis itu sendiri mempunyai konotasi pemisahan karena kedudukan
kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat
menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan. Demikian pula hak
suara dalam perdamaian kreditur separatis tidak mempunyai hak seperti kreditur
konkuren. Sesuai dengan pasal 139 jo pasal 152 undang-undang kepailitan, maka
perdamaian dalam proses kepailitan tidak berlaku terhadap kreditur separatis dan
kreditur yang diistimewakan. Karena itu apapun keputusan yang dicapai dalam
perdamaian pihak kreditur separatis dan kreditur yang diistimewakan tetap
mendapatkan haknya secara utuh. Kecuali jika dia sudah melepaskan haknya
selaku kreditur separatis atau selaku kreditur yang diistimewakan. Dalam hal
posisinya menjadi sama dengan kreditur konkuren.

Kemungkinan untuk diberikannya hak-hak seperti kreditur konkuren
tersebut yaitu apabila kreditur separatis dapat membuktikan bahwa piutangnya
tidak akan dapat terlunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan. Hal
im sesual dengan yang diungkapkan munir bahwa kreditur separatis sebagai yang
terpisah dan kreditur lainnya dalam hal melakukan eksekusi jaminan hutang dapat
menjual dan mengambil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak
terjadi kepailitan. (Munir Fuady,1999:122-123)

B e
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2.3.4 Pengertian Eksekusi

Setiap perkara vang diajukan kepada pengadilan selalu bertujuan untuk
mendapatkan pemecahan atau penyelesaian dengan adanva suatu putusan, akan
tetapi tidak cukup dengan putusan saja. Putusan pengadilan tidak ada artinya jika
tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena 1tu setiap putusan harus mempunyai
kekuatan eksekutorial, maksudnya mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa
vang telah ditetapkan dalam putusan itu. Kekuatan eksekutorial putusan hakim itu
terdapat pada kepala putusan yang berbunyi “DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

I'ksekusi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan suatu
putusan, cksekusi sebagar tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan
kepada pthak yang kalah dalam suatu perkara. Eksekusi dapat juga diartikan
menjalankan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak
yang kalah tidak mau melaksanakan cksekusi secara suka rela. Eksekusi itu dapat
dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Situmorong dan
Sitanggang, 1992:119).

F'ksekusi merupakan pelaksanaan putusan hukum atau eksekusi pada
hakekatnya adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk
memenuhi prestasi yang tercamtum dalam putusan tersebut. ( Mertokusumo,
1993:200)

Pada dasarnya ada dua macam bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran
vang ingin dicapai oleh hubungan hukum vyang tercantum dalam putusan
pengadilan, yaitu ;

I. Eksekusi riil adalah eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan
pengadilan untuk melaksanakan suatu tindakan yang nyata, yaitu :

a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap

b. bersifat dijalankan dahulu

¢. berbentuk provisi

d. berbentuk akta perdamaian disidang pengadilan.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi pembayaran sejumlah

uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan
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atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa :

a. grosse akle pengakuan hutang

b. grosse akta hipotheek dan crediet verband sekarang akta hak tanggungan.

(Harahap, 1989:20)

cksekusi riil secara teoritis lebih mudah dalam melaksanakannya dar
pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, karena tidak diperlukan prosedur dan
formalitas yang rumit. Ini disebabkan eksekusi riil tidak diatur secara rinci dalam
undang-undang. Berbeda dengan eksekusi sejumlah uang seringkali tergugat sama
sekali tidak mempunyai uang tunai dan yang ada hanya berupa harta benda untuk
mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dari harta benda kekayaan
tergugat.

Apabila ditinjau dari segi praktek eksckusi pembayaran sejumlah uang
pada umumnya tetap melalui penjualan lelang terhadap harta kekayaan tergugat
sehingga diperlukan tata cara yang cermat dalam pelaksanaan eksekusinya yang
secara garis besar adalah :
| harus melalui tahap proses eksekutorial beslag
2. kemud.an dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan jawatan

lelang.

Pentahapan proses yang seperti itu tidak diperlukan dalam menjalankan
eksekusi riil, pada eksekusi riil ketua pengadilan negari cukup mengeluarkan surat
penetapan yang memerintahkan eksekusi. Dengan penetapan itu penitera atau
juru sita dapat melaksanakan secara nyata. Dengan demikian eksekusi sudah
sempurna dan dianggap selesai. Tidak dengan eksekusi pembayaran sejumlah
uang, pada umumnya untuk mendapatkan uang itu harta tergugat harus lebih
dahulu dilelang.

Sedangkan pengertian eksekusi hak tanggungan adalah diatur dalm pasal
20 dan pasal 21 UUHT, yaitu :

I.  melakukan penjualan objek hak tanggungan secara langsung, dan

2. melaksanakan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.
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2.3.5 Pengertian Kepailitan
kepailitan secara arti bahasa adalah segala hal yang berhubungan dengan
pailit. Didalam undang-undang kepailitan tidak ada suatu rumusan pengertian
atau definisi dari kepailitan atau pailit.
Tetapi dalam pasal 1 (1) Undang-undang kepailitan Nomor 4 Tahun 1998
memberi  pengertian pailit, yaitu apabila debitur dalam keadaan berhenti
membayar atau tidak mau membayar atau tidak benar-benar telah berhenti sama
sekali membayar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam pasal-pasal baik atas permohonan seorang atau lebih krediturnya.”
Definisi kepailitan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan ini,
dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan mempunyai unsur-unsur sebagai

berikut:

b. adanya hutang;

¢. mimimal ada satu dari hutang sudah jatuh tempo;
d. minimal satu dari hutang dapat ditagih;

¢. adanya debitur;

f. adanya kreditur. (Fuady, 1999:9)

Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi untuk
membayar utang-utangnya berdasarkan putusan hakim (Sudarsono,1999:336).
Pengertian pailit adalah dihubungkan dengan keadaan debitur (seseorang) berhenti
membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Keadaan tersebut harus
disertast degan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit, baik
oleh debitur sendiri maupun pihak ketiga kepada pengadilan niaga. Dalam
ensiklopedia ekonomi perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan
bangkrut, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar

hutang-hutangnya (Abdurrahman A, 1991:89 dalam Fuady, 1999:8)
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Namun umumnya orang sering menyatakan bahwa sitaan umum atas
seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur
atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur
(Munir,1999:8).

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai
realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata eropa yag tercantum dalam
pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (Soemarti, 1981:12).

Berdasarkan rumusan pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa
seluruh harta kekayaan seseorang baik yang ada sekarang maupun yang akan
datang. baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap, merupakan
jaminan bagi seluruh perikannya. Dalam pelaksanaannya pasal 1131 KUH Perdata
ini memerintahkan agar harta  kekayaan sidebitur dijual lelang dan hasilnya
dibagi-bagikan kepada para kreditur secara seimbang, artinya sesuai dengan
imbangan jumlah piutang yang dimilikinya.

Akan tetapi dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998 Tentang
Kepailitan, maka undang-undang kepailitan lama ( Staatsblad 1905 nomor 217
dan staatsblad 1906 nomor 348) tidak berlaku lagi. Sehingga hukum nasional

vang berlaku adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

g‘f* g " . 3
/! S8 T Porpustajagy
L"-?;li\ o : l l{ . .; 3 :

PEMBAHASAN

3.1 Proses Peletakan Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan

Kekuatan eksekutorial pada sertipikat hak tanggungan mempunyal
kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum
tetap, vang ditunjukan dengan adanya titel cksckutorial dengan irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Scbagai salah satu ciri hak
tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya
jika debitur cidera janji.

Walaupun secara umum ketentuan eksekusi telah diatur dalam hukum
acara perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang
Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan pasal 258 Reglemen Acara
Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het
Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Namun dalam undang-undang hak tanggungan juga telah diatur secara
tersendiri mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan yaitu yang
mengatur lembaga parate executie Pasal 20 ayat | menyatakan bahwa apabila
debitur cidera janji maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama
untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau
titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Dalam memori penjelasan pasal 20 ayat (1) undang-undang hak
tanggungan bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan perwujudan dan
kemudahan yang disediakan oleh undang-undang bagi para kreditur pemegang
hak tanggungan dalam melaksanakan eksekusi.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui
pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang
paling tinggi untuk obyek hak tanggungan. Kreditur berhak mengambil pelunasan

piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek hak tanggungan. Dalam hal ini

8]
~)
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penjualan 1tu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar
nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Schubungan dengan itu pada sertipikat hak tanggungan yang berfungsi
sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan
kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk
memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. selain itu sertipikat hak tanggungan
tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse akta hepotik sepanjang mengenai
hak atas tanah, sesuai dengan pasal 14 UUHT.

Adapun yang menjadi dasar pemberian kekuatan eksekutorial pada
sertipikat hak tanggungan adalah sertipikat tersebut dibuat dalam bentuk tertentu
dan dihadapan scorang pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk
itu. Sehingga menjanjikan untuk cukup jaminan akan kebenaran isi dari sertipikat
tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya bisa disejajarkan dengan suatu putusan
pengadilan. (Satrio, 1997 : 152)

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap
kegiatan, yaitu :

a. Tahap pemberian hak tanggungan

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan sebagal jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan dalam
akta pemberian hak tanggungan, adanya hutang yang dijamin merupakan syarat
sah bagi adanya hak tanggungan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal
10 ayat (1) UUHT yang menyatakan :

“pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan  sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan
didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dan perjanjian utang
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan
utang tersebut.”

Lazimnya akta pemberian hak tanggungan (APHT) juga dicantumkan
janji-janji yang berisi pembatasan kewenangan pemberi hak tanggungan untuk

melakukan tindakan tertentu terhadap obyek hak tanggungan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) menvatakan bahwa pemberian hak
tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh
PPA'T sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenar akta pemberian hak tanggungan diberikan batasan bahwa akta
pemberian hak tanggungan adalah akta PPAT yang benisi pemberian hak
langgungan kepada kreditur tertentu  sebagai jaminan untuk pelunasan
piutangnya. Sesual dengan batasan yang diberikan dalam pasal 1 ayat (5) yaitu
akla pemberian hak tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak
tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Akta pemberian hak tanggungan harus memuat subtansi yang bersifat
wajib sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (1), akta pemberian hak
tanggungan harus mencantumkan :

I) nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan

2) domusih pthak-pthak pemegang dan pemberi hak tanggungan, dan apabila ada
salah satu pthak berdomisili diluar Indonesia, harus dicantumkan suatu
domisili pilihan di Indonesia. Apabila tidak dicantumkan kantor PPA'T tempat
pembuatan akta pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang
dipilih.

3) Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang vang dijamin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1).

4) Nilal tanggungan.

5) Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan.

Apabila subtansi dari suatu akta pemberian hak tanggungan tidak
terpenuhi debngan lengkap dan jelas, akan mengakibatkan akta yang bersangkutan
batal demi hukum. Dalam APHT juga dicantumkan janji-janji yang berisi
pembatasan kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melakukan tindakan
tertentu terhadap objek hak tanggungan. Janji-janji yang bersifat fakultatif
sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

) janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk

menyewakan objek hak tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah
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4)

J)

6)

8)

t))

jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka, kecual dengan
persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.

janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah
bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan
tertulis lebih dahhulu dan pemegang hak tanggungan.

janji yang memberikan kewengan kepada pemegang hak tanggungan untuk
mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila
debitur cidera janji.

janji vang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk
menyelamatkan objek hak jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi
atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak tanggungan
yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya
ketentuan undang-undang.

janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera
janji,

janji yang diberikan pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak
tanggungan tidak akan dibersihkan dan hak tanggungan.

janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak melepaskan haknya atas objek hak
tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak
tanggungan.

janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari ganti rugi vang diterima pemberi hak tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila objek hak tanggungan dilepas haknya oleh
pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.

janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh seluruh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk

pelunasan piutangnya, jika objek hak tanggungan diasuransikan,

10)janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak

tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.
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I1)janji vang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4).

Sifat janji-janji yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) UUHT tersebut adalah
bukan limitatif sehingga bagi para pihak masih dimungkinkan untuk menetapkan
janji-janji lain, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan yang diatur dalam
pasal 12 UUHT yang menyatakan bahwa janji yang memberikan kewenangan
kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila
debitur cidera janji batal demi hukum.

Dalam memori penjelasan ketentuan pasal 12 UUHT in1, diadakan dalam
rangka melindungi kepentingan debitur dan pemberi hak tanggungan lainnya,
terutama jika nilai obyek hak tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin,
pemegang hak tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik
obvek hak tanggungan karena dsbitur cidera janji. Walaupun demikian tidaklah
dilarang bagi pemegang hak tanggungan untuk menjadi pembeh obyek hak
tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam pasal 20 UUHT.

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi hak tanggungan, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana tidak dapat hadir
sendiri dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), maka
diperkenankan menggunakan surat kuasa membebankan hak tanggungan
(SKMHT).

SKMHT tidak bertujuan memberikan kuasa untuk melakukan perbuaan
hukum lain dart pada membebankan hak tanggungan, misalnya untuk menjualkan
atau menyewakan obyek hak tanggungan atau untuk mengurus perpanjangan
jangka waktu berlakunya hak tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan,
tetapi ini tidak termasuk dalam larangan kuasa unutk membuat janji-janji yang
dimaksud dalam pasal 11 ayat (2). Bahkan kuasa untuk memberikan janji-jan)i
tersebut  wanb disebut secara rinci dalam SKMHT yang bersangkutan.
(Svahdeni,1996:77-78)

Kewajiban secara jelas untuk mencantumkan objek hak tanggungan,
jumlah utang, dan nama serta identitas debitur dan krediturnya, jika debitur bukan
pemberi hak tanggungan kejelasan unsur-unsur pokok mengenai adanya jumiah

hutang yang dijamin merupakan faktor penentu bagi penggunaan cara-cara
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cksekusi yang Khusus disediakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan.

(Syahdeni,1996:83)

b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Ketentuan yang mengharuskan didaftarkannya hak tanggungan bertujuan
untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum hak tanggungan atas tanah
yang menjadi objek hak tanggungan.

Mengenai tata cara pendaftaran hak tanggungan dapat diketahui dari pasal

13 UUHT sebagai berikut :

1) Pembenian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta
pemberian hak tanggungan scbagaimana yang dimaksud dalam pasal 10
ayat (2). PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain
yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

3) Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan serta
menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

4) Tanggal buku tanah hak tanggungan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang
diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur,
buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

5) Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah hak sebagaimana dimaksud
ayat (4).

Dan ketentuan pasal 13 UUHT diatas, maka tata cara pendaftaran hak
tanggungan meliputi

1) Pendaftaran pemberian hak tanggungan di Kantor Pertanahan.

2) APHT bharus dikinm selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

penandatanganan APHT.

3) Pembuatan buku tanah hak tanggungan

4) Tanggal buku tanah lahirnya hak tanggungan

Setelah permohonan pendaftaaran hak tanggungan selesai diajukan,

Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertipikat hak tanggungan harus
memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
sehingga sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial, sertipikat
hak atas tanah vyang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan
dikembalikan kepada pemegang hak tanggungan, kecuali diperjanjikan lain agar
sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan diserahkan kepada kreditur.

Memang ketentuan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan
jaminan kepastian hukum, kesederhanaan dan kecepatan proses pendaftaran,
namun dalam prakiek proses penginman APHT, dengan berbagai alasan dan
kendala yang ada masih sering terjadi. Keterlambatan pendaftaran sehingga
melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari. Padahal dengan terlampauinya batas waktu
tersebut harus dibuat APHT baru, vang tentunya akan mengeluarkan biaya
tambahan lagi bagi debitur bahkan seringkali karena ketidaktahuan debitur beban
biaya tambahan harus ditanggungnya.

Selanjutnya dalam mengenai pendaftaran hak atas tanah dilakukan
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak
atas tanah, sebagai berikut :

Pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak tanggungan atas
hak tanggungan milik, hak tanggungan atas satuan rumah susun yang sudah
terdafiar atas nama pemberi hak tanggungan, PPAT yang membuat APHT wajib
selambat-lambatnya 7 (tujuh) han kerja setelah penandatanganan akta tersebut
menyerahkan ke Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Disamping itu pasal tersebut memberikan kemudahan, apabila daerah
kantor PPAT itu jauh dari kantor pertanahan dan menurut pendapat PPAT yang
bersangkutan akan memerlukan biaya yang mahal, berkas tersebut dapat dikirim
dengan jasa pos tercatat selambat-lambatnya 7 (twuh) han kerja setelah
penandatanganan APHT atau menyampaikannya melalui penerima hak
tanggungan vang bersedia menyerahkan kepada Kantor Pertanahan tanpa
membebankan biaya penyampaian berkas tersebut pada pemberi hak tanggungan,
ini sudah tepat adanya untuk membantu dan mempermudah proses pendaftaran
hak tanggungan.
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Sehubungan dengan tanah-tanah yang yang belum terdaftar, yang
dimungkinkan untuk dijadikan jaminan utang yang dibebani hak tanggungan
untuk menolong pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat dapat
memperoleh kredit. Untuk menampung kepentingan para pihak yang
memerlukannya serta ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, bahwa bagi tanah yang kepemilikannya berdasarkan hukum
adat dapat dibebam hak tanggungan, namun untuk pembenan hak tanggungannya
dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang
bersangkutan. Sementara berkaitan dengan pasal 10 ayat ( 3) UUHT menyatakan
bahwa :

“Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak tanggungan lama yang telah memenuhi syarat untuk
didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pendaftaran hak
tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak
atas tanah yang bersangkutan”.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk memenuhi asas
publisitas dan asas spesialitas, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada debitur, kreditur maupun terhadap pihak ketiga lainnya.
Namun sekiranya prosedur pendaftaran yang ideal sebagaimana tertuang dalam
aturan normatif tersebut, dan harus ditkuti dengan langkah kongkrit di lapangan
sehubungan dengan pemberian kemudahan proses administrasi pendaftaran.

Grosse akta mempunyai kaitan yang erat dengan masalah jaminan,
karena 1a merupakan sarana yang memudahkan dan karenanya membuka
kemungkinan yang lebih lebar bagi kreditur untuk mendapat pelunasan
tagihannya. (Satrio, 1997:281)

Sebagaimana pula grosse akta pengakuan hutang, maka untuk
dapat melakukan eksekusi jaminan  dengan grosse akta seorang debitur
harus sudah wanprestasi dan harus ada penetapan dari ketua Pengadilan Negeri
yang berwenang, berdasarkan putusan MA Nomor : 321 K/Pdv1984.
(Hutagalung, 1990 : 562)

Sebenarnya penjualan objek hak tanggungan dilakukan melalui pelelangan

umum. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh harga pasar yang wajar serta
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melindungi kepentingan debitur dari kemungkinan adanya penyalahgunaan atau
tekanan kreditur.

Penjualan objek hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual atas
kekuasaan sendiri oleh pemegang hak tanggungan dan penjualan di bawah tangan
bukanlah merupakan eksekusi. Sedangkan tindakan memaksa hanya dapat
dilakukan dalam rangka eksekusi, dan instansi yang berwenang untuk memaksa
melakukan pengosongan adalah ketua Pengadilan Negeri.

Menurut pasal 224 HIR, suatu grosse akta yang memenuhi kekuatan
eksekutorial harus memenuhi persyaratan formal dan meteriil, sebagai berikut :

1. Syarat formil, yaitu :
a) grosse akta itu harus berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”

b) di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai
grosse akta pertama”

¢) dicancumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akta
ni diberikan

d) dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta tersebut.

2. Syarat materiil, yaitu :

a) besarnya jumlah uang yang harus dibayar sudah pasti

b) hanya grosse akta notaris yang berisi pengakuan utang hepotik  dan
credit verband mempunyai kekuatan eksekuterial. Sekarang ditambah

dengan adanya sertipikat hak tanggungan.(Muljono, 1996 : 40)

3.2 Status Hukum Dari Benda-Benda Yang Dibebani Hak Tanggungan
Apabila Debitur Jatuh Pailit

Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai status hukum dari
benda-benda yang telah dibebani hak tanggungan secara umum apabiia debitur
jatuh pailit. Apabila dikaitkan dengan kepailitan maka tidak bisa terlepaskan dari
peraturan kepailitan S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 328 yang telah diganti
dengan undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, terhadap seorang
debitur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.
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Menurut undang-undang ini permohonan pailit dapat diajukan terhadap seorang

debitur dalam hal :

I. debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar, yaitu tidak mampu
atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih, dan

2. terdapat dua atau lebih kreditur yang salah seorang dari para kreditur itu
piutangnya sudah dapat ditagih.

Dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka status
hukum dar harta kekayaan debitur dinyatakan sebagar harta pailit. Terhadap harta
pailit dilakukan likuidasi oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
vang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, yang
ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Debitur yang dinyatakan  pailit tidak dapat
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam
rangka melakukan pemberesan hartanya berkaitan dengan kepailitan tersebut.
(Munir Fuady, 1999 : 36)

Selanjutnya untuk dapat mengetahui status hukum dari objek hak
tanggungan jika debitur telah dinyatakan pailit, perlu untuk melihat peraturan
kepailitan yang berlaku dan masih berkaitan dengan hukum jaminan hak
tanggungan.

Menurut pasal 56 ayat (1) No.4 Tahun 1998 tentang Kepaillitan,
menyatakan bahwa :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A setiap kreditur yang

memegang hak tanggungan, hak tanggungan gadai, atau hak tanggungan

agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah
tidak terjadi kepailitan.”

Ketentuan pasal ini berarti seorang kreditur pemegang hak tanggungan
tidak terpengaruh terhadap putusan pailit. Ketentuan pasal 56 ini sejalan dengan
ketentuan yang ada dalam asas hukum jaminan, yaitu mengakui adanya hak
separatis dari pemegang hak tanggungan sebagaimana yang telah ditentukan
dalam KUH Perdata. Pencantuman ketentuan pasal 56 ini sangat penting bagi

kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditur.
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Apabila hanya ada ketentuan pasal 56 ini undang-undang kepailitan
mengakui adanya hak tanggungan separatis yang dimiliki oleh kreditur
sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUH Perdata dan undang undang hak
tanggungan. Tetapi setelah membaca ada ketentuan pada pasal 56 A ayat (1) yang
menyatakan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana yang dimaksud pasal 56
ayat (1) dan hak tanggungan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada
dalam penguasaaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit
ditetapkan. Ketentuan pasal 56 A im justru menjadi tidak sejalan dengan hak
tanggungan separatis yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan yang diakui oleh
pasal 56 ayat (1).

Penjelasan dari pasal 56 A mengemukakan bahwa penangguhan yang
dimaksud dalam pasal 56 A ayat (1) bertujuan :

1. untuk memperbesar kemungkinman tercapai perdamaiarn ; atau
2. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit ; atau
3. untuk kemungkinan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Asas yang dianut oleh undang-undang kepailitan ialah bahwa setelah
pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-
upaya perdamaian, sebaiknya perdamaian dilakukan sebelum pernyataan pailit
diputuskan oleh pengadilan.

Dari penjelasan pasal 56 A ayat (1) di atas menentukan bahwa
pengangguhan bertujuan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta
pailit adalah bertentangan dengan hak tanggungan separatis dari pemegang hak
tanggungan dalam mengeksekusi objek hak tanggungan apabila debitur cidera
janji, dimana dalam undang-undang hak tanggungan ditentukan bahwa kreditur
pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan
seolah-olah tidak ada kepailitan.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 56 A ayat (3) mengemukakan bahwa
benda yang dibebani dengan hak tanggungan merupakan harta pailit. Hal itu dapat
disimpulkan bahwa penjelasan pasal 56 A yang mengemukakan “... penangguhan
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yang dimaksud dalam pasal 56 A ayat (1) itu bertujuan, antara lain...untuk
memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit...”.

Dari penjelasaan pasal 56 A ayat (1) dan ayat (3) tersebui ternyata jelas-
jelas tidak konsisten (tidak taat asas). Disatu pihak ketentuan pasal 56 ayat (1)
mengakui adanya hak tanggungan separatis dar kreditur preferen, namun dipihak
yang lain ketentuan pasal’ 56 A justru mengingkari adanya hak tanggungan
separatis yang dimiliki oleh kreditur preferen karena menentukan bahwa barang
yang dibebani dengan hak tanggungan merupakan harta pailit.

Ketentuan dalam pasal 56 A ayat (3) mengandung arti bahwa undang-
undang kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak tanggungan
sebagal benda-benda yang bukan merupakan harta pailit. Sikap dari undang-
undang kepailitan yang demikian adalah sikap yang meruntuhkan sendi-sendi
sistem hukum jaminan, schingga hal itu lebih lanjut telah membuat tidak ada
artinya penciptaan lembaga jaminan didalam hukum perdata dan membuat kabur
konsep dan tujuan hukum jaminan.

Pada prinsipnya kepailitan terhadap debitur berarti meletakkan sitaan
umum terhadap seluruh aset debitur, karena jika ada sitaan yang lain harus
dianggap gugur terhadap kekayaan debitur yang meliputi :

1. kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan
2. kekayaan yang diperoleh oleh debitur selama kepailitan. (pasal 19 UUK)

Dalam 56 UUK menyatakan bahwa ada harta kekayaan debitur yang tidak
termasuk dalam sitaan umum akibat kepaihitan, yaitu harta kekayaan yang telah
menjadi hak jaminan utang, seperti: hak tanggungan, hepotik, gadai, fidusia dan
lain-lain. (Munir Fuady, 1999 : 70-71)

Selain apa yang telah terurai diatas, dapat pula ditemukan dalam fakta
bahwa ada jany yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan untuk
dapat melakukan eksekust apabila debitur cidera jamji. Dengan begitu akan
memperkuat keberadaan harta/benda yang telah dibebani hak tanggungan tidak
terpengaruh oleh putusan kepailitan. Janji yang terdapat dalam perjanjian yang
tertuang dalam akta pemberian hak tanggungan adalah apabila debitur tidak

memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-
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piutang tersebut di atas, maka pihak pertama dan pihak kedua selaku pemegang
hak tanggungan peringkat pertama dengan akta mi diberi dan menyatakan
menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih
dahulu dar pihak pertama, untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum
secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya atau sebagian-sebagian.

Maka dapat diketahui bahwa status dan benda-benda yang telah dibebani
hak tanggungan jika debitur jatuh pailit bukan merupakan harta paihit, sehingga
kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan
seolah-olah tidak ada kepailitan, 1m sesuan dengan pasal 21 UUHT yang
menyatakan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang
hak tanggungan tctap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya
menurut ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan pasal 21 UUHT ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan
pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan
pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis

Asas yang sangat penting dalam hukum adalah asas kesimbangan oleh
karena itu dalam kepailitan harus ada perlindungan yang seimbang diantara para
pihak yakni kreditur, debitur dan pihak ketiga. (Situmorang, 1999 : 170)

kemudahan dan kepastian hukuin pelaksanaan eksekusi apabila debitur
cidera janji, kelancaran pelaksanaannya tergantung pada beberapa faktor, baik
disebabkan taktik kreditur atau debitur, kurang dipahaminya peraturan yang
menjadi landasan hukumnya; perselisthan mengenai jumlah utang yang harus
dibayar; dan penyerahan dokumen yang diperlukan. (Harahap,1995).

Dalam UUHT dijelaskan bahwa untuk melaksanakan eksekusi hak
tanggungan melalui lembaga parate eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 224
RIB dan pasal 258 Rbg, maka dalam sertipikat hak tanggungan yang merupakan
tanda bukti adanya hak tanggungan dimuat irah-irah dengan kata-kata
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian

sertipikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
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dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
sebagai pengganti grosse akta hepotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Perlindungan hukum dalam UUHT diberikan kepada semua pihak yang
berkepentingan baik pemberi hak tanggungan, penerima hak tanggungan, maupun
pihak ketiga. Namun dalam pembahasan inmi lebih ditekankan terhadap
perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan
yang berkaitan dengan pernyataan pailit atas debitur.

Perlindungan hukum kepada kreditur adalah adanya suatu kepastian
hukum bagi kreditur dalam mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya
yang telah diberikan kepada debitur dengan adanya kemudahan dan kepastian
dalam melakukan eksekusi objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.

Undang-undang kepailitan dalam pasal 56 A ayat (3) memberikan
perlindungan kepada kreditur separatis dengan cara-cara sebagai berikut :
|. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit
2. hasil penjualan bersih
hak kebendaan pengganti

P, ghad

imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya. (Munir Fuady,
1999:109)

Perlindungan yang wajar tersebut harus diberikan kepada kreditur, asalkan
harta pailit berada dalam kekuasaan kurator dan diberikan dengan syarat, yaitu :
|. apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah

persyaratan penangguhan; pasal 56 A ayat (11)
2. apabila kurator ingin menggunakan atau menjual jaminan hutang untuk
kelangsungan usaha debitur; pasal 56 A ayat (3).

Perlu sekali dijelaskan berkaitan dengan pemberian perlindungan yang
wajar kepada kreditur separatis dalam melakukan eksekusi hak tanggungan
apabila debitur jatuh pailit, dimana kreditur separatis harus tunduk kepada masa
tunggu, yaitu minimal 2 bulan dan maksimal 90 hari.

Meskipun kreditur separatis mendapat perlindungan wajar dari undang-

undang kepailitan, namun itu belum bisa dikatakan sebagai perlindungan terhadap
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kedudukan vang dimiliki oleh kreditur sebagai kreditur separatis, karena kreditus
separatis tetap harus tunduk pada pasal 56 A ayat (1).
Kreditur separatis mempunyai wewenang untuk menjual harta jaminan

hutang dalam masa :

R

. Sebelum jatuhnya putusan pailit

(]

. Setelah berakhirnya masa penangguhan eksekusi

3. Selama dua bulan sejak insolvensi

Sedangkan dalam masa tunggu, harta kekayaan debitur yang pailit menjadi
wewenang kurator, dengan syarat :

a. Harta tersebut dalam pengawasan Kurator.

b. Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis atau pthak
ketiga, berupa : ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pilit; hasil
penjualan bersih; hak kebendaan pengganti; dan imbalan yang wajar dan adil
serta pembayaran tunai lainnya. (fuady, 1999:109)

Berkaitan dengan pemberian perlindungan yang wajar tersebut merupakan
persyaratan bagi kurator untuk dapat menguasai harta pailit dalam masa
penangguhan eksekusi hak tanggungan, maka konsekuensinya adalah kurator
harus memberikan ganti rugi apabila harta pailit mengalami penurunan nilai,

Apabila dalam penjualan harta jaminan hak tanggungan tidak mencukupi
pembayaran hutangnya, kreditur separatis dengan kedudukannya sebagai kreditur
konkuren dapat meminta pembayaran kekurangan kepada debitur. Demikian
sebaliknya jika terdapat kelebihan hasil penjualan jaminan hak tanggungan harus
dikembalikan kepada kreditur.

Becdasarkan pada pasal 6 UUHT dikatakan bahwa apabila debitur cidera
janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek
hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari dari hasil penjualan tersebut.

Menurut pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Derpan Tdnah, eksekusi hak
tanggungan dilakukan berdasarkan: 1) hak pemegang hak tanggungan pertama

untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan
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ketentuan pasal 6 UUHT; 2) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 UUHT.
ketentuan dalam UUHT menyediakan 2 (dua) cara eksekusi hak tanggungan,
yaitu:

Pertama, adalah yang diatur dalam pasal 6 UUHT yang dikenal dengan
sebutan eksekusi yang disederhanakan. Apabila debitur wanprestasi, kreditur
pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut. Kalau ada lebih dari seorang kreditur pemegang hak tanggungan, maka
kewenangan tersebut berada pada pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan
objek hak tanggungan wajib dilakukan melakukan pelelangan umum yang
dilaksanakan oleh Kantor Lelang. Dalam melaksanakan penjualan objek hak
tanggungan ini dan mengambil pelunasan piutangnya berlaku kedudukan
istemewa yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan, yaitu droit de preference
dan droit de siute. Untuk dapat menggunakan wewenang menjual objek hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan dari debitur, diperlukan janji
debitur sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 UUHT. Janji itu wajib
dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan.

Kedua, dengan menggunakan acara parate eksekusi sebagaimana diatur
dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg. Dalam pasal 26 UUHT ditentukan
bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 UUHT peraturan mengenai hepotik
yang ada mulai berlakunya UUHT, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.
Atas permohonan kreditur pemegang hepotik, ketua Pegadilan Negeri memberi
perintah agar debitur memenuhi kewajibannya dan apabila perintah itu diabaikan,
maka diperintahkan eksekusinya tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih
dahulu. Dalam masa peralihan ini, UUHT juga menegaskan bahwa sebelum ada
peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak tanggungan, maka ketentuan
hukum acara eksekusi hepotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan
penyerahan sertipikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.
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Penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum dapat

disimpangi berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUHT, yang menyatakan apabila ada

kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan maka penjualan dapat

dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan cara demikian itu, akan dapat

diperoleh harga tinggl yang mengguntungkan semua pihak. Ketentuan pasal

tersebut menghilangkan keragu-raguan masyarakat yang berasumsi bahwa jual

beli dibawah tangan terhadap objek hepotik atau hak tanggungan merupakan

perjanjian yang melanggar hukum sehingga terancam batal demi hukum.

Proses permohonan eksekusi sertipikat hak tanggungan (dahulu dikenal

dengan grosse akte hepotik) pada prinsipnya adalah sama. Urutan dari tindakan

yang dilakukan oleh bank/kreditur adalah sebagai berikut:

B

kredit/bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang

berwenang sesuai dengan wilayah hukumnya.

. dalam waktu beberapa hari/minggu setelah diajukan permohonan tersebut

maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri oleh pemohon (kreditur) dan

termohon (debitur).

. dalam sidang tersebut oleh hakim disampaikan teguran (aanmaning) kepada

termohon, bahwa dalam waktu 8 (delapan) hari yang bersangkutan harus
melaksanakan pembayaran lunas pinjaman beserta bunga ongkos-ongkos dan

sebagainya, dan apabila tidak maka diadakan eksekusi atas jaminan kreditnya.

_ apabila dalam 8 (delapan) hari tersebut termohon/debitur tetap membandel,

maka pemohon/kreditur melanjutkan usahanya dengan melanjutkan

permohonan sita eksekusi.

. setelah menerima penetapan sita eksekusi, maka juru sita Pengadilan Negen

mengadakan sita eksekusi atau barang-barang tidak bergerak yang menjadi

jaminan tersebut.

. pemohon/kreditur menerima berita acara eksekusi dan juru sita Pengadilan

Negeri.

. kemudian pemohon/kreditur mengajukan permohonan untuk melelang barang-

barang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.
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8. berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negeri menghubungi kantor
lelang negara untuk melaksanakan lelang,

Setelah ditetapkan harinya kemudian diadakan "pengumuman lelang"
dalam surat kabar paling sedikit 2 (dua) kall dengan antara waktu 2 (dua)
minggu yang biasanya diurus panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

9. pengadilan menetapkan harga lelang minimal berdasarkan informasi dari
pihak kelurahan/desa yang terkait, apabila harga lelang minimal tidak tercapai
lelang akan dibatalkan  dan akan digunakan pada pelaksanaan lelang
berikutnya.

Pasal 21 UUHT juga dikatakan apabila pemberi hak tanggungan
dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala
hak yang diperolehnya menurut undang-undang hak tanggungan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur ditetapkan beberapa
ketentuan yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan.
Tidak dicatumkannya secara lengkap ketentuan-ketentuan dalam akta tersebut
mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
untuk memenuhi asas spesialitas dari hak tanggungan. Baik mengenai subyek,
obyek, maupun utang yang dijamin.

Sehubungan dengan perlindungan yang diberikan kepada kreditur separatis
dalam  mengeksekusi obyek hak tanggungan terhadap dengan debitur yang
dirnyataan pailit. Sesuai apa yang telah diamanatkan oleh pasal 1331 dan pasal
1332 KUH Perdata, bahwa berdasarkan pasal 1131 semua debitur bertanggunga
jawab atas perikatan-perikatannya/hutangnya dengan seluruh harta benda
miliknya.

Jadi seluruh harta benda milik debitur menjadi jaminan hutang-hutangnya,
ini sebagai jaminan umum. Selanjutnya pada pasal 1132 ditetapkan asas
persamaan kedudukan dari para kreditur berkaitan dengan harta benda debitur.

Bagi kreditur vang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur pada
umumnya diberikan  kesempatan untuk memperjanjikan  hak-hak jaminan

kebendaan atau jaminan hak pribadi sbagai jaminan khhusus. Sehubungan dengan
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adanya hak jaminan khusus tersebut tidak menghilangkan hak jaminan umum
yang dimiliki oleh kreditur. (Satrio, 1997:55)

Sedangkan perlindungan yang diberikan oleh UUHT adalah tercermin
dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak
tanggungan pertama mempunyal hak tanggungan untuk menjual obyek hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.

Kreditur mempunyai kekuasan yang diberikan oleh undang-undang hak
tanggungan untuk melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan yang
merupakan salah satu bentuk perwujudan dan kedudukan diutamakan yang
dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama
dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan hak tanggungan.

Hak tanggungan tersebut didasarkan pada janji yang dibenikan oleh
pemberi hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui
pelelangan  umum tanpa memerlukan persetujuan lagt dari pemberi  hak
tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Sebagai kreditur separatis dalam hal tidak dapat melaksanakan eksekusi
hak tanggungan dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang, maka
kreditur separatis juga berada dalam masa tunggu untuk masa tertentu, yakni
minimal dua bulan dan maksimal 90 hari sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga. Setelah masa tunggu itu lewat baru dibenarkan kreditur separatis
melakukan eksekusi hak tanggungan. Sungguhpun hak untuk melakukan eksekusi
jaminan ada ditangan kreditur separatis, tetapi ia tidak dapat melakukan eksekusi
jaminan hak tanggungan Karena ia berada dalam masa tunggu. (Fuady, 1999:103)

Sesual dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang kepailitan
pasal 56 A avat (1), menentukan  pihak-pithak yang berada dalam masa
penangguhan eksekusi, vaitu :

I. Pemegang hak tanggungan

2. Pemegang hak gadai
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3. Pemegang agunan atas kebendaan lainnya : pemegang fidusia, pemegang
leasing; pemilik hak retensi; pemberi sewa beli; pemegang hak reklame.
(fuady, 1999:104)

Menurut Munir Fuady (1999:105) bahwa kreditur separatis tidak dapat
melakukan eksekusi hak tanggungan yang debiturnya jatuh pailit, karena ia masuk
dalam masa tunggu. Namun dapat kita lihat dalam pasal 58 undang-undang
kepailitan bahwa sebagai kreditur separatis mempunyai kedudukan yang terpisah
dengan kreditur lainnya Kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil
penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepaihitan. kreditur
separatis juga bisa menjadi kreditur konkuren apabila dari hasil penjualan
tersebut tidak mencukupi seluruh hutangnya, sebaliknya jika ada kelebihan dari
hasil penjualan jaminan hutang harus diserahkan kepada debitur.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan atas “Kajian Yuridis Tentang Peletakan
Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Debitur yang Pailit,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Apabila prosedur pemberian dan pendaftaran hak tanggungan dilakukan
dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
akan memperoleh kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sertipikat hak
tanggungan mengandung kekuatan eksekutorial yang terdapat irah-irah dengan
kata-kata < Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ dan
dibuat dalam bentuk tertentu serta dikeluarkan oleh instansi yang telah diberi

wewenang oleh undang-undang,

!\J

Status dari benda-benda yang dibebani Hak Tanggungan apabila debitur jatuh
pailit tidak merupakan harta pailit dan berada diluar harta pailit yang dapat
dilakukan eksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan. Sesuai dengan pasal 21
UUHT vyaitu apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya
menurut ketentuan undang-undang hak tanggungan
3. Perlindungan terhadap kreditur separatis dalam melakukan eksekusi Hak
Tanggungan, berupa:
a. Pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang
diperoleh menurut Undang-Undang Hak Tanggungan.
b. Pemegang hak tanggungan memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan
masa tunggu dalam kepailitan, memperoleh hal-hai sebagai berikut:
1) Ganti rugi atas terjadinya penurunan harta patlit.
2) Hasil penjualan bersih.
3) Hak kebendaan pengganti.

4) Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

47
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4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sesuai dengan rumusan masalah

vang ada dapat diberikan saran-saran, sebagai berikut :

_I\.)

Sebagal upaya untuk menyeragamkan pemahaman yang sama mengenai
hukum jaminan, agar pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jaminan yang ditujukan
kepada segenap aparatur penegak hukum pada khususnya dan masyarakat luas
pada umumnya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan
senantiasa harus konsisten antara satu sama lain serta tidak saling
bertentangan.

Diadakan  perbaikan terhadap undang-undang kepailitan  yang masih
bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan, agar dapat tercipta suatu
kepastian hukum dan tegaknya sendi-sendi hukum jaminan yang kuat dengan

lahirmya undang-undang hak tanggungan.
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y i l
Pt OV Te6 ,/;?é i E .,/ Yoy /gzé
~ AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor ; 484/ HT//Puger/IX/1996. ......... /

...............................

Lembar Pertama / Kedua

Pada hari mx,Kam'is tang‘Fal 19( . Sembilanbelas s

bulan September—- tahun' -996- ( seribu sembilanray

.........................................................

R W TITETTTIrey

hadir di hadapan saya, SITI LESTA ININGSIH, SH,, NOTARTS dan_/

....................................................................................................

..................................................................

................................................................. tanggal . Trmmm.24.9wld 1993 oo

L ——— T ——— .
kan vtambahan, o -~--—SK,63-XI-1993-—---—-— diangkat/bertirfdk sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PpAT yang dimaksud dalam
pasal19 Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 196] tentang Pendaftaran Tanah dap
Undang-Undang Nomor 4 tahup 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besertg
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ( untuk selanjutnya disebut Undang-

Undang Hak Tanggungan ), dengan daerah kerjz . Se1luruh Kabupaten ---..

...............................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................

......................................................................................................................................

dengan dihadiri oleh saksj - saks; yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta inj ; -

........................................................................................................................

......................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.....................................................

.£Peroeroan Terpatag pp. BANE BUNT, DAYAN,
...... 9 ??E‘.].‘.??.‘i‘?‘ilﬁ?..?E?EF..@.@.'..‘.T.WF?t...¥???§...@?49%...1¥?§:..?¥§?-
Aiwakilinya § -_ ——

..................................................................................................................

DAN CREDIET VERBAND SERTA MENT UAI/PENGCSONGAN,*—

.....................................................

tertanggal 24 Oktober 1989, Nomor ; 80, dibuat-

.......... @H&%@?-Q%H..ﬁQ@.?AJ‘.@Q..@I...?QEE.I.‘IQMQ:....S.‘c’.’».l?.‘l.ﬁ.lal.’;ﬁ-..... £um,
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= fusn ASTH PRIVADY, nakiasiswd, pemiliK Usahs o=z

T Dagang Uiy TOSOY, BEFtepaY tIngEAL dl mats

" Lingicingan Pt R 03 RY T, Kelusakn wosmas

""" Jemberiddul, “Kesanatan Raliwates, Kabipaten =uzus

..... G e o o s A D
f

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

.....................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................

scbagai Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. ; -

Untuk kepentingan Persercan Terbatas PTe. "BANK ——e

AKTA
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sebagai Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, -

Para Pihak yang saya kenal/diperkenalkan pada saya, menerangkan : -—---

" bahwa oleh Pihak Kedua dan tuan.ASIH.PRIYADI,. Pemilik. meee

.............................................................................................

.......................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

dibuktikan dengan :

isahkan coretan,

. aleta
ittt

........................................................................................................

tanggal
ROIIOE R Bl . .. b semsinsiimramansi st i
dibuat di hadapan

.....................................................................................................

....................................

............................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

...............................................................................................

da caun

FauRta
e pRtaTToTry T

*  akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, tanggal
5 24 . .Ok‘,'tobar ‘. 1, 989, “ .wmﬂwe'v\wrr.ﬂvrmnrrmﬂmﬂwm-nrrmﬁwmwwfr:ﬂmﬁ '

nomor .;...W55/;qm/8.9,...

—~ Y PR YT T e vy,

mrnoersey T TR AT LY TIYFAT I rewy,
..................................................................................................................

yang aslinya diperlihatkan kepada saya ; :

*  bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah

£p-10+0004000, ~..(sepvluh. juta.rugiah). memmrmmmmmmes.
(rrrmmmermmens 4 : |

............................................................................................

: ‘ )/ sejumlah
uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-

piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah

Nilai :ranggungan sebesar Rp. 8-.-2.001-000,--1--(delapangjut&--du&---n
(ratus.ribu.rupiah)

.........................................................................................

AKTA
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olets Pihak Pertama diberikan dengan akta ini'kepada dan untuk kepentingan
Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan
yang diatur dalam Undang Undang Hak 'langgungan dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya, peringkat ke ....J. (....comemen.. PERDAMA. - )
atas obyek/obyeK-gbyek bElllpd :

whkan coretan,

AKTA

cos il o1+ waemew - BB 4K BLAS t.ln.th/ IMak Milik Atas bg_‘m Rumah__
Suum..; ang diuraikan di bawah ini

Hak ... Mi34 3 mmememmm Sertipikat Nomor : -141/Pugeriulon
terdaftar atasnama ... ASIH. PRIYADI. . v oy

) ‘ sun Sortinileat Nomor -
e PO

tapdaftaratae nama
e rtrrerteHrerba-HeH e

o o

yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surgz_
Ukwe/Gambar Situasi/ Ganﬂxmgcmluﬂuggal .......
22 September-- 1980y
Nomor ... 1-908/1980,- = -

yang diperoleh oleh Pihak PerEm.l berdasarkan ; -
~.Luas..$..44110.M2.. (empatribu- seratus.- sepuluh C—
-.meter.persegl),. terletak. di.Desa.Pugerkulon, -
--Kecamatan. Puger, -Kabupaten--Jember-,---Pz'opinsi-- -
coJawd - Timan . j .- Tve—

Sertipikat tersebut diserahkan kepada saya untuk keperluan pendaftaran

peralihan hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan yang
diberikan dengan akta ini ;

MMH&&HAA&MMM%MWFQ

..................................................................................................................

........................................................

Dcsa/Kelur_ahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Propinsi - . _
dengan. butas-batas
- Utara
- Timur
- Selatg
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ahkan coretan.,

........................................................................................................

yang oletl Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya, selanjutnya alat
alarAfukti tersebut diserahkan kepadasaya untuk keperluan pendaftaran

_141111'\1"1 danvoandafiaran Hak Tanuonngan “'FF“I;“' !ll AL e
TR e e e R TR Co
7

Untuk selanjutnya hak atas tanah / Iku(meumh&Wzm benda-
benda lain tersebut di atas disebut sebagai obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak

Pertama dinyatakan sebagai miliknya,

Para pihak dalam kedudukann yasebagaimana tersebut di atas menerangkan,
bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : : -

S ——nd : Pasal I‘.. R - -

Pihak Pertama menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut di
atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa. bebas dari
sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun,’ - -

AKTA

S
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------ - - Pasal 2, =~

ITak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima
oleh Pihak Kedua dengan janji-janji vang disepakati oleh kedua belah pikak sebagaimana
diuraikan di bawah ini : - -

+ Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggunga
diatas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing
hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan
disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari ‘Hak Tanggungan
tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek
Mak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi ; -

- et bt S —
BEARAN ALARIE. .. S s cniosmmniossammasmmsensiondghsonn sl voore e P O
TR . PP T e v B R
~ IVCE FR RO IR Fii o malhratnsstitisses vin Ao gV oty - 00 o S
AL G440 UaDe LR T, X DELR o SR NPT b
R T e R Ak 38 A a v v drisnta Drmmmt L p vt b i v e
......................................... ST ST G AR SR T LR |

O'byek Hak Tanggun

R S R R RN R R T

.....................................................................................................................

..................................................................................................................

* Dalamhal obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan
membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang
besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan
dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu
hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
yang belym dilunasi. Nilai masing - masing hak atas tanah tersebut akan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak
Kedua ;

AKTA
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Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek Hak Tanggungan
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk
menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/ atau menerima uang
sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ; —----eeee e

Fihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
susunan obhyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Kedua ;

Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa; untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
Penctapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak
obyek Huk Tanggungan yang bersangkutan ;

Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama ;

a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek [ak
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan ; '

\

. menerima uang penjualan, menanda tangani dan menyerahkan kwitansi ;-
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ; ----
4 A .

e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagiun untuk
melunasi utang Debitor tersebut di atas ; dan -

f. melakukan hal-hal lain yang ‘menurut Undang- Undang dan peraturan
hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. e

AKTA
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Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas obyek Hak
Fanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali
dengan persetujuan d:n'i“l’emegung Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya,
walaupunsudah dicksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungun
Pertama ; ------ -

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidalzakan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya
secird apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga ;

Dalam hal obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut haknva untuk kepentingan umum, sehingga huk Pihak Pertama atus
obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewcnangan, dan untuk ity kuasy,
untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, untuk itu menanda tangani dan menyerahkan tanda penérimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang

baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang
ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan [ ST 1§ T —

Pihak Pertama akan mengasuransikan obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya - buhaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh
Pihak Kedua dengan syarat - syarat untuk suatu jumlah  pertanggungan
yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang
ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis  asuransi- yang
bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan
membayar premi pada waktu dan sebagaimang mestinya; Dalam hal terjadi
kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas obyek Hak Tanggungan
Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti
kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor ; -

Pihak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu diberi kuasa atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang
diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan obyek
Hak ‘l‘_ung};ung;m, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau
untuk menceg'ah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas obyek

.

AKTA -
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Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan
Undang-undang serta jika diperlukan mcngurus perpanjungan jangka waktu
dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan ; -

Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual obyek Iak

Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat obyek HukTanggungan yang bersangkutin pada
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau
suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersehut
kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya
dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;

Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek 1k Tanggungan
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disim pan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak - haknya sebagai
pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut

dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar ; --e--eeeeeeeeee

AKTA i Vs
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Pasal 3.

Untuk melaksanakan janji-janiji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada
Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat
pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menanda tangani
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-
ketentuan tersebut.

------------ Pasal 4. sl

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas
dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kaatox. Kepaniteraan =

Pengadilan Negeri di Jember, b

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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Pasal 5

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai

pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh , 28P1ltury =ew—w

y:mﬁlenerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : --eeeeeeeeee
SENSCESIANA IRIANI, Sarjana Bpukum, dan -

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
tersebut di atas, akta ini ditanda tangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para
saksi dansaya, Pejabat Pembuat Akta Tanah,.sebanyak 2 (dua) lembar in originali,
satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/-lm%md-ya JOMDOTy " mmeemvremumnn

...................................................

...........................................................................................................................................

AKTA
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untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini.

Pihak Pertama e Plhak Kedua

Ir, H. PRAYITNO TAMYIS : ( Irs H. FRAYITNO TAMYIS
6de ASTH PRIYADT ~ " 8qs BT, BANK BUMI DAYA
; (PEXGERO) CABANG JEMBER.,

(R Al B T uhena s TR oot )
T T et S SR TS
i kA s RS VAR RS #E L Py (FAF 1A LR i )
Saksi G
: e
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untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini,

Pihak Pertama , Pihak Kedua

Es Ile PRAYITNG TAMYIS | (Axs He PRAYIING TAMIIS
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